
PEUERIilTAH I{ABT'PATEIT PAUENASAIT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 2I TAHUN 2013
TENTANG

REITCAITA PEI}IBAITGUNAIT JAITGI(A MEISEITGATI DAENAII
TAHUI{ 2(}13 - 2()18

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAIT,

Menimbang : batrwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15O ayat

(3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2013-2O18;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendah araan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

2.

3.

4.

5.

6.



9.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem

Perencanaa:a Pembangunan Nasional (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LA4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO7 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2oo5-2a25

(t embaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 68, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Notnor a7251;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OAT tentang
pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor

84, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a73el;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9

Nomor ll2, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturetn Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a|;



16.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peratrrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a090);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor474 1) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8fil;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 21, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103];

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun ?ALO tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

23. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2AOT tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;
24. Peratrrran Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OlO -
2014;

17.

18.

19.

20.

22.

21.



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

26.

2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALL;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2Afi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor L Tahun

2AA9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun

2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2

Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun

2OOl tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam

Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO1 Nomor 17 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun

2OA4 tentang l".arangan Terhadap Pelacuran (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 6 Seri

E);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun

2AA6 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20A6

Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun

2OO8 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

2OO8 Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh

(kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8

Nomor 1O Seri E|;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2OOB tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri

E);

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.



36.

37.

38.

40.

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun

2OA8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum

Daerah dan L,embaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri D),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 201,3

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB

Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa.n Nomor 24 Tahun
2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani

Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan

Tahun 2008 Nomor 2 Seri Eh

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun
2Ol2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun

2AL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pameltasan 2OL2-2O32 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 6 Seri E );



Dengan Persetujuan Bersama

DETIAIY PERWAIfiLAIII RAIffAT DAERAIIKABUPATEIV PAITTEKASATV

dan
BUPATI PA}IEKASAII

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

BAB I
KETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

+. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonsmi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggar€m / pengguna barang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah suatu renca.na keuangan tahunan daerah Kabupaten

Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJMD, adalah dokumen perenc€Lnaan pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah

daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode l(satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 5 {lima) tahun.



11. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD

adalah dokumen perencana€rn Saluan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode I (satu) tahun.

L2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewqiudkan visi.

L4. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasara! dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

L7. Indikator kinerja adalah alat ukuir untuk menilai keberhasilan
pembanguna! secara kuantitatif dan kualitatif.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
men5rusun rencclna pembangunan daerah.

BAB II
RP.I}ID

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2AL3 - 2018 yang

merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (tima) tahun.

Pasal 3
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah,

pemerintah provinsi dan partisipasi masyarakat

Pasal 4
(1) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih dengan

berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan

kondisi lingkungan strategis di Daerah.
(21 RPJMD menjadi pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam men5rusun RKPD;

b. SKPD dalam menJrusun rencana strategis SKPD; dan

c. Seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu tahun 2AL3'2418.



Pasal 5
(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I
BAB II
BAE} III

BAB IV
BAB V
BAE' VI
BAB VII
BAB VIII

BAE} IX
BAB X

Pendahuluan;
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan;

Analisis Isu-Isu Strategis;
Visi, Misi, Tlrjuan Dan Sasaran;
Strategi Dan Arah Kebijakan;
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah;
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan;
Penetapan Ind.ikator Kinerja Daerah; dan
Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan.

{21 Uraian secara rinci dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEITGEITDALIAIT DAIT ITIALUASI

Pasal 6
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuk RKPD

dan kebijakan pengalokasian anggaran.
(2) Kepala SKPD melaksanakan program RPJMD dalam bentukRenstra-SKPD.
(3) Pemerintah Desa melaksanakan progretm RPJMD dalambentuk RPJM Desa.

BAB IV
KETEN?UAIY PERALIIIAIT

Pasal 8
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai

RPJMD Tahun 2OO8-2O13 dinyatakan masih berlaku sampai dengan
diundangkannya Peraturan Daerah ini.

{2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2013 - 2018
menjadi pedoman penJrusunan rencana pembangunan sampai dengan
Tahun 2AL8, dan diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman
pen5rusunan RKPD Tahun 2OLg sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah
RPJMD Tahun 201.9-2023.



BAB V
ITTTET{TUAIT PEITUTUP

Pasal I
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai

teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan tsupati.

P.$.1 lO
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten

Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
padatanggal 31 Oktober 2013

Diundangkan di Pamekasan

padatanggal 9 iiesenber ?0?:i

SEKREIARIS DAERAIIry"
Arurl

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR 15

BIIPATT PAilEII SA![,



PENJEI,ASAIT
ATAS

PERATURAIT DAERAII I(ABUPATEIY PAftIEKASAIT

NOMOR 21 TAIIUil 2013
TENTANG

REITCAITA PEMBAITGUITAIS JAITGKA MENEIIGAIT DAERAII
TArruil 2013-2018

I. I'MUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan trrjuan dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OA4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OA8, perlu disusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun

mendatang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang penJrusunannya

berpedom an pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa

Timur, serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2A13'2018,

memuat Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan; Analisis

Isu-isu Strategis; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan; dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pamekasan Tahun 2O13-2O18 dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui musyawarah

rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pamekasan, serta mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku-

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam

penJrusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan

pada setiap tahun a.nggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku,

RKPD Tahun 2013 tetap berlaku.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup Jelas


